
PPID OPD/BUMD
Waktu Output

1 Mengajukan keberatan

2 Mengumumkan tatacara pengelolaan keberatan

3 Pengajuan dapat tertulis maupun tidak Tertulis dan mengisi formulir 

yang disediakan OPD/BUMD

4 Salinan formulir pengajuan harus diberikan kepada pemohon

5 Registrasi oleh PPID UTAMA PEMPROV JATENG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

URIP SIHABUDIN, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19661224 199103 1 005

ALUR MEKANISME PENGELOLAAN KEBERATAN PPID SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPEMOHON PPID UTAMA
Kelengkapan

1. Pengisian formulir permohonan 

2. KTP Pemohon Pribadi /  Pimpinan 

Lembaga/Organisasi/Perusahaan

3. Akta Notaris/ SK dari Kemenkumham perihal 

pembentukan bagi pemohon lembaga/ organisasi

4. AD/ART Lembaga /Organisasi/Perusahaan

5. Alasan pengajuan keberatan

6.    Kasus    posisi    dan    waktu    pemberian 

tanggapan

6.   Nama   dan   tandatangan   pemohon   dan 

petugas

1. Nomor registrasi

2. Tanggal diterima

3. Identitas pemohon / kuasa

4. Informasi yang diminta

5. Tujuan penggunaan informasi

6. Alasan pengajuan keberatan

6 Tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis disampaikan selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatat pengajuan keberatan

30 (tiga puluh) 

hari kerja



PEMOHON PPID UTAMA PPID OPD/BUMD Waktu Output

1

2 Apabil data administrasi 

lengkap maka pemohon 

akan diberikan no 

register PPID

3

4

5 Tolak

6 Terima 10 (sepuluh) hari 

kerja

Jika ada biaya 

penggandaan/fotokopi 

menjadi beban bagi 

pemohon informasi sesuai 

UU KIP

7 7 (tujuh) hari kerja

8

9

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

URIP SIHABUDIN, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19661224 199103 1 005

ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TIDAK TERTULIS PPID SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKelengkapan

Permohonan Informasi

Pencatatan pada formulir permohonan untuk diregistrasi 1. Pengisian formulir permohonan 

2. KTP Pemohon Pribadi /  Pimpinan 

Lembaga/Organisasi/Perusahaan

3. Akta Notaris/ SK dari Kemenkumham perihal pembentukan 

bagi pemohon lembaga/ organisasi

4. AD/ART Lembaga /Organisasi/Perusahaan

5. Surat Kuasa dari Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan

Fotokopi formulir harus diberikan kepada pemohon

Diputuskan   apakah   akan   menerima,   menolak   atau 

diteruskan kepada OPD/BUMD

Apabila  diputuskan  ditolak  maka  harus  tertulis  berikut alasan  

dan  penjelasannya.  Selain  itu  juga  disampaikan tata cara 

mengajukan keberatan.

Apabila   diterima,   maka   wajib   diberikan   akses   untuk melihat  

informasi  ataupun  diberikan  salinannya  berikut informasi 

biayanya apabila ada.

Apabila  membutuhkan  jawaban  lebih  detail  dari  OPD/BUMD   

terkait.   dilakukan   penambahan   waktu   jawab. Jawaban 

diberikan secara tertulis.

Apabila  OPD/BUMD  terkait  tidak  menguasai  informasi  yang 

dimohon,   maka   akan   direkomendasikan   ke   OPD/BUMD lain 

yang menguasai informasi yang dimohon.

Jawaban disampaikan



PEMOHON PPID UTAMA PPID OPD/BUMD Waktu Output

1 Permohonan Informasi

2 Pengisian formulir permohonan Apabil data administrasi lengkap 

maka pemohon akan diberikan no 

register PPID

3 Apabila  lengkap  maka  akan  langsung  dijawab  secara 

tertulis

4 Apabila   dokumen   persyaratan   kurang   lengkap   maka 

dikirimkan surat  permohonan kelengkapan  data kepada 

pemohon
3 (tiga) hari kerja

5 Diputuskan   apakah   akan   menerima,   menolak   atau 

diteruskan kepada PPID Pembantu OPD/BUMD

6 Apabila  diputuskan  ditolak  maka  harus  tertulis  berikut 

alasan  dan  penjelasannya.  Selain  itu  juga  disampaikan 

tata cara mengajukan keberatan.

Tolak

7 Apabila   diterima,   maka   wajib   diberikan   akses   untuk 

melihat  informasi  ataupun  diberikan  salinannya  berikut 

informasi biayanya apabila ada.

Terima 10 (sepuluh) hari 

kerja

Jika ada biaya 

penggandaan/fotokopi menjadi 

beban bagi pemohon informasi 

sesuai UU KIP

8 Apabila  membutuhkan  jawaban  lebih  detail  dari  PPID 

Pembantu OPD/BUMD  terkait,   dilakukan   penambahan   

waktu   jawab. Jawaban diberikan secara tertulis.

7 (tujuh) hari kerja

9 Apabila PPID Pembantu OPD/BUMD terkait tidak menguasai 

informasi yang  dimohon,  maka  akan  direkomendasikan  ke 

PPID Pembantu OPD/BUMD lain yang menguasai informasi 

yang dimohon.

10 Jawaban disampaikan

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

URIP SIHABUDIN, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19661224 199103 1 005

1. Pengisian formulir permohonan 

2. KTP Pemohon Pribadi /  Pimpinan 

Lembaga/Organisasi/Perusahaan

3. Akta Notaris/ SK dari Kemenkumham perihal 

pembentukan bagi pemohon lembaga/ organisasi

4. AD/ART Lembaga /Organisasi/Perusahaan

5. Surat Kuasa dari Pimpinan 

Lembaga/Organisasi/Perusahaan

ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA TERTULIS PPID SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKelengkapan



Kelengkapan Waktu Output

1

2

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

URIP SIHABUDIN, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19661224 199103 1 005

ALUR MEKANISME TATACARA PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK PPID SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
PEMOHON PPID UTAMA PETUGAS PPID

Permohonan Informasi

Diterima dan di Proses oleh Petugas PPID Pembantu

3 Uji konsekuensi berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik

4 Hasil  tertulis  berupa  salinan  dokumen  yang  dihitamkan atau 

dikaburkan pada bagian yang dikecualikan. Salinan diberikan kepada 

pemohon


